REPUBLIK INDONESIA

No0.28, 2008 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Nasional.
Standar. Industri. Spesifikasi. Pemberlakuan.
Pencabutan
PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 45/M-IND/PER/7/2008
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
TERHADAP 2 (DUA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB DAN
PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA)

PRODUK INDUSTRI SECARA WAJB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Standar Nasiona Indonesia (SNI) Katup tabung
bga LPG, Regulator tekanan rendah untuk tabung baa
LPG dan Selang karet untuk kompor gas LPG yang
diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/11/07 telah direvisi
dan revisinya belum ditetapkan sebaga SNI oleh Badan
Standardisas Nasional (BSN);

b. bahwa SNI Tabung Bagja LPG dan Kompor Gas LPG yang
diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri
dimaksud tidak direvis sehingga penerapannya perlu
dilanjutkan;
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Mengingat

bahwa dalam rangka kelangsungan pelaksanaan program
pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG yang
berkelanjutan, perlu dilakukan peninjauan kembali atas
pemberlakuan SNI secara wgjib terhadap Katup tabung
bga LPG, Regulator tekanan rendah untuk tabung baa
LPG dan Selang karet untuk kompor gas LPG dan
menetapkan spesifikas teknis terhadap ketiga produk
tersebut serta melaksanakan SNI terhadap kedua produk
sebagaimana dimaksud huruf b;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf ¢, perlu di keluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisas  Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor
77/P Tahun 2007,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2006;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisas dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/
3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  14/M-
DAG/PER/3/ 2007 tentang Standardisas Jasa Bidang
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
(SNI)  Wgib terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN  STANDAR NASIONAL  (SNI)
INDONESIA TERHADAP 2 (DUA) PRODUK INDUSTRI
SECARA WAJB DAN PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI
TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI
SECARA WAJIB

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Spesfikasi Teknis adalah persyaratan teknis yang
beriskan tentang syarat mutu produk, metode
pengambilan contoh, metode pengujian dan syarat lulus
uji.

2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI disingkat SPPT-SNI
adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikas  Produk kepada produsen yang mampu
menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai
persyaratan SNI.

3. Sertifikat Produk adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh
LSPro kepada produsen yang mampu menghasilkan
barang yang sesual dengan spesifikasi teknis.

4. Lembaga Sertifikas Produk disingkat LSPro adalah
lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional dan atau yang ditunjuk berdasarkan Peraturan
Menteri  Perindustrian untuk melakukan kegiatan
sertifikasi.

5. Komite Akreditasi Nasional disingkat KAN adalah suatu
lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang
berwenang untuk mengakreditasi lembaga/ laboratorium
untuk melakukan kegiatan sertifikas.

6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jendera Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka serta
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Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen
Perindustrian.

7. Kepada BPPlI adalah Kepala Badan Peneitian dan
Pengembangan Industri Departemen Perindustrian.

8. Kepala Dinas Provins adalah Kepala Dinas Provins yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perindustrian.

9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas
kabupaten/K ota yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secarawajib
terhadap 2 (dua) produk sebagai berikut :

a TabungbajalLPG SNI HS 7311.00.91.00
1452:2007 HS 7311.00.99.00
b. Kompor gas SNI HS 7321.11.00.00
bahan bakar 7368:2007
L PG satu tungku HS 7321.81.00.00
dengan
Sistem Pemantik
Mekanik HS 7321.90.90.00
Pasal 3

(1) Memberlakukan Spesifikas Teknis secara wajib terhadap
3 (tiga) produk sebagai berikut:

a Katup tabung Spesifikas HS.8481.80.21.00
baga LPG Teknis

b. Regulator Spesifikas HS.8481.10.90.00
tekanan rendah  Teknis HS.8481.80.30.00
untuk tabung
baaLPG

c. Selang karet Spesifikas HS.4009.11.00.00
untuk  kompor Teknis HS.4009.12.00.00
gas LPG

(2) Spesfikas Teknis masing-masing produk sebagaimana
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